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1. Resume Pembelajaran Sejauh Ini 
Pembelajaran dari sesi 1 hingga sesi 5 menunjukkan bahwa kekuatan sosial politik di 
Indonesia mencakup partai politik, civil society, birokrasi, mahasiswa, dan gerakan 
buruh sebagai aktor penting dalam dinamika demokrasi. Civil society seperti LSM dan 
serikat buruh berperan sebagai penyeimbang negara, sementara mahasiswa terbukti 
menjadi agen perubahan sosial sejak masa Orde Lama. Birokrasi Indonesia masih 
bergulat dengan warisan kolonial dan tantangan politisasi yang memengaruhi netralitas 
dan efektivitasnya. Gerakan buruh mengalami pasang surut kekuatan politik, dari 
sempat menjadi aktor utama hingga kini sering diposisikan sebagai obyek kebijakan. 
Isu-isu kontemporer seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja memperlihatkan 
ketimpangan relasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Buruh masih rentan 
secara struktural, baik dari sisi representasi maupun perlindungan hukum. Oleh karena 
itu, integrasi kekuatan civil society dan gerakan politik alternatif menjadi kunci dalam 
memperkuat demokrasi substantif di Indonesia. 

2. Pendahuluan 
Perkembangan kekuatan sosial politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika 
antara negara, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan seperti partai politik, 
birokrasi, mahasiswa, dan gerakan buruh. Dalam konteks demokrasi, keberadaan buruh 
sebagai bagian dari civil society memiliki posisi strategis karena menyuarakan 
kepentingan kelas pekerja yang seringkali berada dalam posisi rentan terhadap 
kekuasaan negara maupun modal. Namun, relasi antara gerakan buruh dan kekuasaan 
politik tidak selalu berjalan harmonis; ia mengalami pasang surut seiring perubahan 
rezim dan arah kebijakan negara. 
Salah satu momentum paling krusial dalam hubungan tersebut adalah munculnya 
rencana penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang oleh banyak pihak dinilai 
sebagai kebijakan yang lebih berpihak pada investor ketimbang pekerja. Di satu sisi, 
pemerintah berargumen bahwa regulasi ini diperlukan untuk memperbaiki iklim 
investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain, banyak serikat buruh 
menilai RUU ini mengancam perlindungan ketenagakerjaan yang telah diperjuangkan 
selama bertahun-tahun. 
Tulisan ini akan mendalami bagaimana posisi dan peran buruh dalam sistem demokrasi 
Indonesia, bagaimana relasinya dengan negara dan pengusaha dalam konteks RUU 
Cipta Kerja, serta sejauh mana kelompok buruh dapat mempertahankan kepentingan 
mereka dalam arena politik yang semakin kompleks. Pemahaman ini penting untuk 
melihat bagaimana demokrasi substansial dijalankan di Indonesia, bukan hanya melalui 
pemilu, tetapi juga melalui keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan seperti 
buruh. 

3. Tujuan Penulisan 
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi antara gerakan buruh, 
pemerintah, dan pengusaha dalam konteks sistem demokrasi Indonesia. Penekanan 
diberikan pada pembahasan seputar Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan dampaknya 
terhadap kepentingan masing-masing aktor. Selain itu, tulisan ini juga ingin menggali 
secara kritis bagaimana posisi buruh sebagai kekuatan sosial-politik dapat diperkuat 
dalam kerangka civil society. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman substantif tentang tantangan keadilan struktural dalam 
formulasi kebijakan ketenagakerjaan. 
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4. Kajian Teori 
Analisis dinamika relasi antara gerakan buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam 
konteks demokrasi Indonesia memerlukan pemahaman teoritis yang komprehensif. 
Tiga kerangka teori utama yang relevan dalam konteks ini adalah: Teori Gerakan Buruh, 
Teori Civil Society, dan Teori Dialog Sosial Tripartit. 
Teori gerakan buruh menyoroti bagaimana serikat pekerja dan organisasi buruh 
berperan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aksi kolektif dan negosiasi. 
Menurut Larson dan Nissen (1987), gerakan buruh berkembang sebagai respons 
terhadap ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan pemilik modal, dengan tujuan 
utama untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam konteks 
Indonesia, gerakan buruh mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh perubahan politik 
dan kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak pada pekerja. 
Civil society atau masyarakat sipil merupakan arena di luar negara dan pasar di mana 
individu dan kelompok berkumpul untuk menyuarakan kepentingan bersama. Salamon 
dan Sokolowski (2017) dalam teori "Social Origins of Civil Society" menyatakan 
bahwa kekuatan civil society tergantung pada konfigurasi kekuasaan antara kelas sosial 
dan institusi yang ada. Di Indonesia, serikat buruh sebagai bagian dari civil society 
memainkan peran penting dalam mengadvokasi kebijakan yang adil dan demokratis, 
meskipun seringkali menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-haknya di 
tengah dominasi negara dan pasar. 
Dialog sosial tripartit melibatkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja 
dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Menurut laporan ILO (2018), 
mekanisme ini bertujuan untuk mencapai konsensus dalam menentukan kondisi kerja 
dan hubungan industrial yang adil. Namun, efektivitas dialog sosial seringkali 
terganggu oleh ketidakseimbangan kekuasaan di antara ketiga pihak, terutama ketika 
pemerintah lebih condong pada kepentingan pengusaha, seperti yang terlihat dalam 
proses penyusunan RUU Cipta Kerja di Indonesia. 
Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka teori tersebut, analisis dalam esai Tugas 2 
ini akan mengeksplorasi bagaimana gerakan buruh berinteraksi dengan pemerintah dan 
pengusaha dalam konteks demokrasi Indonesia, serta bagaimana dinamika ini 
mempengaruhi posisi dan peran buruh dalam sistem politik dan ekonomi saat ini. 

5. Pembahasan 
Peran buruh dalam sistem demokrasi di Indonesia idealnya menempati posisi strategis 
sebagai bagian dari civil society yang menjadi kanal artikulasi kepentingan kelas 
pekerja terhadap negara. Namun dalam praktiknya, relasi antara buruh, negara, dan 
pengusaha di Indonesia kerap menunjukkan ketimpangan struktural, baik dari sisi 
representasi politik maupun dalam pengambilan kebijakan publik. Berdasarkan 
kerangka Teori Gerakan Buruh (Larson & Nissen, 1987), gerakan buruh terbentuk 
sebagai respons atas ketimpangan kekuasaan yang menempatkan buruh dalam posisi 
subordinat terhadap pemilik modal. Di Indonesia, pasang surut kekuatan politik buruh 
terjadi seiring dinamika sistem politik yang berubah dari otoritarianisme ke demokrasi, 
namun tidak serta-merta memperkuat posisi tawar buruh. 
Pada bagan berikut ini akan kami ilustrasikan interaksi dalam situasi yang dibahas, 
yaitu :  
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Bagan Bagan Ilustrasi Interaksi Kekuatan Sosial Politik dan Aksi Reaksi Dampak 
dalam Pembentukan UU Cipta Kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Penjelasan pada bagan diatas adalah sebagai berikut : 
i) Kekuatan Sosial Politik (Indonesia) menjadi akar dari tiga kekuatan utama: Gerakan 

Buruh, Pemerintah, dan Pengusaha. 
ii) Ketiga aktor ini berkontribusi terhadap proses dan substansi dari Omnibus Law 

(RUU Cipta Kerja). 
iii) Dari kebijakan tersebut muncul dampak yang berbeda untuk tiap aktor: buruh, 

pemerintah, dan pengusaha. 
iv) Aktor lain seperti civil society, media, dan mahasiswa ikut memengaruhi proses 

perumusan dan resistensi terhadap kebijakan tersebut. 
Kemunculan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi momen penting dalam 
membaca konfigurasi ulang relasi ketenagakerjaan di Indonesia. Di satu sisi, 
pemerintah memposisikan regulasi ini sebagai solusi untuk mempercepat investasi dan 
menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi. Namun dari sisi buruh, 
banyak substansi dalam RUU ini dianggap melemahkan hak dasar pekerja seperti 
penghapusan upah minimum sektoral, fleksibilisasi sistem kontrak, dan potensi 
eksploitasi jam kerja. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya fungsi Dialog Sosial 
Tripartit sebagaimana dijelaskan dalam laporan ILO (2018), di mana posisi buruh 
seringkali tidak setara dalam proses perumusan kebijakan. 
Bagi pemerintah, keuntungan utama dari RUU Cipta Kerja adalah kemudahan 
koordinasi lintas regulasi serta iklim usaha yang lebih kompetitif. Namun di sisi lain, 
regulasi ini menciptakan resistensi sosial yang tinggi dan menurunkan legitimasi negara 
di mata pekerja. Bagi pengusaha, fleksibilitas tenaga kerja dan penyederhanaan 
perizinan menjadi daya tarik utama. Akan tetapi, dalam jangka panjang, potensi 
ketidakstabilan hubungan industrial justru dapat mengganggu produktivitas. Sementara 
bagi buruh, nyaris tidak ditemukan manfaat langsung dalam RUU ini; sebaliknya, 
regulasi ini justru memperlemah posisi mereka dalam kontrak kerja dan negosiasi upah. 

Pemerintah Gerakan Buruh Pengusaha 

RUU Omnibus 
Law Cipta Kerja 

Aksi Reaksi Dampak 
Bagi Pemerintah 

 

Aksi Reaksi Dampak 
Bagi Buruh 

Aksi Reaksi Dampak 
Bagi Pengusaha 

 

Aksi Reaksi Dampak 
Bagi Aktor Lain 
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Lebih jauh, penting untuk dipahami bahwa konfigurasi kekuasaan dalam penyusunan 
kebijakan seperti RUU Cipta Kerja tidak hanya melibatkan tiga aktor utama: 
pemerintah, buruh, dan pengusaha. Dalam praktiknya, terdapat aktor lain seperti media, 
organisasi mahasiswa, LSM, serta jaringan civil society internasional yang memainkan 
peran signifikan dalam membentuk opini publik dan menekan proses legislasi. 
Mengacu pada Teori Civil Society (Salamon & Sokolowski, 2017), kekuatan sosial-
politik buruh perlu dikaitkan dengan aliansi strategis di luar struktur formal untuk 
menyeimbangkan dominasi negara dan pasar. 
Dengan demikian, untuk membangun demokrasi yang substantif, posisi gerakan buruh 
harus direposisi bukan hanya sebagai obyek regulasi, tetapi sebagai subyek yang aktif 
membentuk arah kebijakan negara. Kemampuan buruh dalam membangun kekuatan 
kolektif dan berjejaring dengan kekuatan sosial-politik lainnya menjadi kunci dalam 
memperjuangkan keadilan struktural yang lebih berimbang di tengah pusaran politik 
dan ekonomi yang semakin kompleks. 

6. Kesimpulan 
Relasi antara gerakan buruh, pemerintah, dan pengusaha di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari dinamika kekuasaan sosial-politik yang kompleks dan sering kali 
timpang. Dalam sistem demokrasi, buruh seharusnya memiliki ruang yang kuat sebagai 
bagian dari civil society untuk menyuarakan kepentingannya. Namun, kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa posisi tawar buruh sering kali dilemahkan, baik secara 
struktural maupun simbolik, sebagaimana tercermin dalam kontroversi penyusunan 
Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. 
Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa keuntungan terbesar dinikmati 
oleh pemerintah dan pengusaha, sementara pekerja justru menghadapi pengurangan 
perlindungan hukum dan ketidakpastian kerja. Ketimpangan ini memperlihatkan 
kegagalan negara dalam menjalankan dialog sosial yang setara dan menjadikan buruh 
sebagai subyek kebijakan. Oleh karena itu, penguatan gerakan buruh, pembaruan 
strategi advokasi, dan aliansi dengan aktor-aktor civil society lain menjadi penting 
untuk mendorong reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan demokratis. 
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